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HALMAHERA

JAILOLO
BUPATI BARAT

TEPUTUSAIT BIIPA.TI IIALMAIIERA BARAT
NOMOR 9l /KPTS/ r 12a17

TENTANG

PE!fi'ITJIIKAI{ BTITDAHARA ?&INERIMAAIT
PADA SATUAS T{Efr.'A DIilAS PEIfAffA5fiA!$ ffiODAL DAII PEI,AYAtrAII

TERPADU SATU PINTU I(ABT'PATEN IIALMAIIDRA BARAT
TAIIIflT AITGGARAIT 2OI7

BIIPATI HALUAIIERA BANAT'

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib adrainistrasi pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana diafur dalam Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 20A6 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka untuk
kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan dipandang
perlu menunjuk Bendahara Penerimaan pada Dinas
Perranaman Modatr dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Halmahera Barat Tahun Arl;gara1a 2O17;

b. bahwa Saudari ER15I KADIR, A.Md ya,,! diusulkan oleh
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu'Kabupaten Halmahera Barat, selaku pejabat
pengguna anggaran dianggap cakap dan memenuhi syarat
serta metnFu melaksanaken tugas kebendaharaen dalem
rangka pelaksanaan Anggaran pada Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Halmahera Barat;

c. batrwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati
tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan pada Satuan
kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran
ZAfi.

Mengingat : 1. Undanpundang Nosror 6O T'atrun 1958 tentang Penetapan
Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang
Pembentukan Daerahdaerah Swatantra Tingkat II Dalam
Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi
Undang-undang;

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan
atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 7999 tentamg
Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan
Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

3. Undangundang Nomor 1 Tahun 2OA3 tentang
Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten
Halrnahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula,
Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan
di Provinsi Ma]uku Utara;

4. Undalg-undang Nomor 17 Tahun 2OOg tentang Keuangan
Negara;

5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2AO4

Perbendaharaan Negara;
tentang

Jalan. Jati Porniti. Kode Pos 97752 Kab. Halmahera Barat Propinsi ${aluku Utara
Te1p. (O922) 222lAOt, Fax. (O922) 222\0

{t



-2-

6. Undang-undang Nomor
Perimbangan Keuangan
Daerah;

7. Undang-undang Nomor 5
Sipil Negara;

33 Tahun 2OO4 tentang
anlara Pemerintah Pusat dan

Tahun 2AV tentang AParatur

Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

KEDUA

8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2Al4 tentang
Pemerintahan Daerah1.

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2OO5 tentang Dana
Perimbangan;

lo.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

ll.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2AOo

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

l2.Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6

Tahun 2OL6 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten HalmahetaBatat Tahun Anggaral 2AL6

l3.Peraturan Daeral. Kabupaten Halmahera Barat Nomor 9
Tahun 2}rc tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daeratr Kabupaten Halmalera Barat Tahun Anggaran
2017;

l4.Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 11 Tahun 2016
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Halmatrera Barat Tahun Anggaran
20i7;

Surat Usulan Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Halmahera
Barat Nomor : 95a/B/DPMPTSP/2O16 tanggal, 22
Desember 2Q16, Perihal: Usulan Bendahara Pengeluaran
dan Barang.

MTMUTUSKAN:

Menunjuk Saudari ER!5I KADIR' A.Md NIP- 1983078
201001 2 013 sebagai Bendahara Pengeluaran pada
Satuan Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupatel flalmahera Barat Tahun
Anggaran 2Afi dengan atasan langsungnya Kepala Dinas
Penanaman Modai dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Halmahera Barat.

Bendahara sebagaimana dimaksud Dikfum Kesafu, dala;rr
melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tetap
berpedoman pada ketentuan perundang*undangan yang
bet1alm.

Spesifileasi tanila tangall dan paraf Bendahara
sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, tercantum sebagai
berikut:
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SPBCIMEN
AEUDAIIARA PEIVERIMAAN

TANDA TANGAN PARAF'

I

KEEMPAT : Keputusan irri mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : LL Januari 2ALT

PEJABAT PARAF

Sekretaris Daerah ub. V

Ass. Bid. Pem & Adm. Umum V
I

Kadis PMPTSP
Kabag. Hukum & Orgs N4

Tembusan: Disampaikan kePada Yth ;

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
3. Badan Pemeriksa Keuangan Pei:wakilan Maluku Utara di Tei:nate,
4. inspektur Inspelrtorat Kab. Hafunahera Barat di Jailolo
5. Kepala Dinas PPKB Kab. Halmahera Barat di Jailolo
6. Kepala DPMPISP Kab. Halmahera Barat di.Iailolo
7 . Yang bersangkutan untuk dan dilaksanakan sehagaimana mestinya

hupetr rrALnfiAIrERA BARAT
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